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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4150); 

  2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

  3.  Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

  4.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
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Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

  6.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

 

 

 7.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

615); 

  8.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

  9.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

https://jdih.kpu.go.id/jatim/gresik



- 4 - 

 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 826); 

  10.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444); 

  11.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 

2025 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi 

dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

  12.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 

2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan 

Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

 

: 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK 

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK. 

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan 

Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Gresik yang meliputi: 

a. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengaduan 

Masyarakat; 

b. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengaduan 

Masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan 

Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!); 

c. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengaduan 

Masyarakat melalui Whistleblowing System; dan 

d. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengaduan 

Masyarakat perihal Pencatutan Nomor Induk 

Kependudukan pada Keanggotaan Partai Politik. 

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyelenggaraan 

Layanan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. 
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2026 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK 

Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.690 Kebomas, Gresik, Jawa Timur. 
  

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN GRESIK 

NOMOR 29 TAHUN 2026 

TENTANG  

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

LAYANAN PENGADUAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK 
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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GRESIK 

NOMOR SOP : 29 Tahun 2026 

TANGGAL 

PEMBUATAN 

: 28 September 2026 

TGL. REVISI : - 

TGL. 

EFEKTIF 

: 28 September 2026 

DISAHKAN 

OLEH 

: KETUA KOMISI 

PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GRESIK, 

 

ttd. 

 

AKHMAD TAUFIK 

NAMA SOP : LAYANAN 

PENGADUAN 

MASYARAKAT DI 

LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN 

GRESIK 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; 

2. Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 

3. Undang-Undang 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang, sebagaimana 

telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

1. Memiliki pengetahuan dan 

pemahaman mengenai peraturan 

perundang-undangan serta 

ketentuan Komisi Pemilihan 

Umum terkait pengelolaan dan 

penanganan pengaduan 

masyarakat. 

2. Memahami tata cara penerimaan, 

pencatatan, pemeriksaan, 

penanganan, dan tindak lanjut 

pengaduan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

3. Memahami penggunaan Sistem 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik Nasional-Layanan Aspirasi 

dan Pengaduan Online Rakyat 

(SP4N-LAPOR!) serta 

Whistleblowing System. 

4. Mampu mengoperasikan komputer 

dan aplikasi perkantoran serta 

melakukan pengelolaan data dan 

dokumentasi pengaduan secara 

tertib dan akuntabel. 

5. Memiliki kemampuan komunikasi 

yang baik dalam menerima dan 
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Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang; 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum, 

sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum 

menjadi Undang-Undang; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 

Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2018 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi; 

7. Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 

90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi 

Zona Integritas Menuju Wilayah 

bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Instansi Pemerintah, 

sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 

Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 

90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi 

Zona Integritas Menuju Wilayah 

bebas dari Korupsi dan Wilayah 

memberikan informasi kepada 

masyarakat serta melakukan 

koordinasi dengan pihak terkait. 

6. Memiliki ketelitian, integritas, 

tanggung jawab, menjaga 

kerahasiaan informasi, serta 

mampu bekerja secara objektif 

dalam menangani pengaduan. 

7. Memahami tata cara penanganan 

pengaduan terkait pencatutan 

Nomor Induk Kependudukan pada 

keanggotaan Partai Politik. 
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Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, sebagaimana 

telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 

21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

10. Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 1089 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penggunaan 
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Sistem Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Nasional-

Layanan Aspirasi dan 

Pengaduan Online Rakyat di 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

11. Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 915 Tahun 2025 

tentang Pedoman Teknis Sistem 

Penanganan Pengaduan 

(Whistleblowing System) di 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

Standar Pelayanan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Gresik 

1. Laptop/komputer dan jaringan 

internet; 

2. Printer dan scanner; 

3. Formulir pengaduan dan dokumen 

pendukung; 

4. Buku atau media pencatatan 

pengaduan; 

5. Website SP4N-LAPOR!; 

6. Website Whistleblowing System; 

7. Website info pemilu; 

8. Aplikasi atau sistem pendukung 

pengelolaan pengaduan; dan 

9. Sarana penyimpanan dan 

dokumentasi pengaduan. 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

1. Setiap pengaduan wajib dicatat, 

diverifikasi, dan ditindaklanjuti 

sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

2. Penanganan pengaduan 

dilakukan secara objektif, 

transparan, dan akuntabel serta 

menjaga kerahasiaan data dan 

informasi pengadu. 

Data dan dokumen pengaduan dicatat 

dan disimpan secara elektronik dan 

manual. 
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